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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PEMALANG 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR 69 TAHUN 2007 

TENTANG 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN ( SPI ) . 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DIKABUPATENPEMALANG 

BUPATI PEMALANG, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 313 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya; 

b. bahwa sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud huruf a harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pemalang. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421 ); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4614 ); 

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 
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Menetapkan 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN ( SPI ) PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG 

Pasal 1 

Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) dalam kebijakan , 
prosedur, teknis dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Pemalang, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini. 

Pasal2 

Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang 

disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang harus disajikan berdasar 
Sistem Pengendalian Intern ( SPI ) yang memadai dan memenuhi Standar 
Akuntansi Pemerintah ( SAP ). 

Pasal3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap· orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pemalang. 

Diundangkan di Pem~lang 
pada tanggal 28 Desember 2007 

S E!CtEirt,.?.J S DAE.ct.AH 
KADUPATcli FEl:-'lALANG 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal 28 Desember 2007 

PATI PEMALANG, '6' 
• ~-----"la, 

B.E1tl'rt'\ DAEaAH KABUPATN~ PH-\AL'\r<G "CM-!UN 2007 NOMOR 69 
1/t'ORO/EVIE/TUISK-SPI 
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